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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini untuk dapat memahami dan menganalisis pembuktian terhadap tergugat yang telah 

melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat memahami dan menganalisis penyelesaian hukum berdasarkan putusan 

hakim pada kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan 

menganalisis data-data terkait wanprestasi yang terjadi. Hasil dari penelitian ini membuktikan Identifikasi wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli tanah di Kabupaten Badung, Provinsi Bali adalah pelanggaran oleh Tergugat terhadap perjanjian 

yang dibuat sebelumnya. Tergugat tidak mampu memenuhi perjanjian yang disepakati dengan Penggugat di depan 

Notaris I Wayan Sugitha dan mengulur waktu untuk membayar Tahap III. Kepastian hukum ditunjukkan dalam putusan 

hakim yang menolak kasasi Tuan Hendra Pangestu karena Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi 

Pasal 1 huruf b Akta Notaris Nomor 12. Hakim menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp500.000,00 karena kasasinya ditolak dan Tergugat dinyatakan kalah. 

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli Tanah, Kabupaten Badung 

Abstract: The aim of this research is to be able to understand and analyze the evidence 

against defendants who have committed acts of breach of contract and to be able to 

understand and analyze legal settlements based on the judge's decision in the Denpasar 

District Court decision case. The research method used is qualitative by analyzing data 

related to defaults that occur. The results of this research prove that the identification of 

defaults in land sale and purchase agreements in Badung Regency, Bali Province is a 

violation by the Defendant of previously made agreements. The Defendant was unable to 

fulfill the agreement agreed with the Plaintiff in front of Notary I Wayan Sugitha and was 

delaying time to pay Phase III. Legal certainty is shown in the judge's decision which 

rejected Mr. Hendra Pangestu's appeal because the Defendant committed a breach of 

contract by not complying with Article 1 letter b of Notarial Deed Number 12. The judge 

sentenced the Defendant to pay court costs of Rp. 500,000.00 because the cassation was 

rejected and the Defendant was declared defeated. 

Keywords: Legal Certainty, Default, Land Sale and Purchase Agreement, Badung 

Regency 

 

Pendahuluan 

Tanah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia yang juga memiliki nilai 

ekonomi tinggi. Meningkatnya kebutuhan akan tanah, seperti untuk keperluan tempat 

tinggal, melakukan usaha, maupun investasi menyebabkan adanya peningkatan di sektor 

jual beli tanah (Simanjuntak, 2007). Oleh karena itu, kehidupan manusia sangat bergantung 
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pada tanah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan 

yang melibatkan tanah terus meningkat (Hernoko, 2010). Ada beberapa cara untuk 

menjamin kepastian hukum mengenai kepemilikan suatu tanah, salah satunya adalah 

dengan perbuatan jual beli. Melalui proses jual beli, hak atas tanah dapat berpindah dari 

satu pihak ke pihak lain atau dapat diubah kepemilikannya. 

Transaksi jual beli tanah melibatkan peralihan hak atas tanah dari penjual ke pembeli. 

Transaksi dalam jual beli dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian karena adanya 

keterikatan antara dua orang saat terjadinya peralihan hak atas tanah (Suryapradana & 

Lisdiyono, 2023). Dalam pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan perbuatan dengan 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian 

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan 

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. 

Proses perjanjian jual beli tanah tidak bisa dilakukan sesuka hati, melainkan harus 

sesuai dengan peraturan hukum yang sedang berlaku (Hayati, 2016). Tujuannya adalah 

untuk memastikan kepastian hukumnya di dalam sebuah transaksi, menghindari 

perselisihan kepemilikan di masa depan, dan melindungi hak kedua belah pihak. Tanah 

sebagai objek dalam sebuah transaksi biasanya menjadi aset penting bagi pihak-pihak yang 

terlibat.  

Namun, permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli tanah juga tidak bisa 

dibilang sedikit, dan salah satunya adalah wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian 

debitur dalam memenuhi perjanjian yang telah dibuatnya bersama kreditur (Paedong & 

Taunaumang, 2018). Wanprestasi merupakan salah satu risiko wajib yang sering dihadapi 

oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, apalagi perjanjian tersebut melibatkan 

uang. 

Wanprestasi atau biasa disebut pelanggaran kontrak, dalam perjanjian jual beli tanah 

dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, seperti penjual yang mungkin tidak dapat 

menyerahkan akta properti (tanah) sesuai waktu yang disepakati atau bahkan tidak 

menyerahkan properti sama sekali, dan bisa jadi dari pembeli yang mungkin lalai dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian (Dewitasari & L., n.d.). 

Keadaan seperti ini tidak hanya dapat merugikan salah satu pihak tetapi juga dapat 

mengakibatkan kerugian yang cukup besar, baik dari segi finansial maupun dari segi 

kepercayaan dalam transaksi jual beli tanah.  

Wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan jual beli tanah dapat menyebabkan beberapa 

akibat hukum, seperti tidak berlakunya perjanjian jual beli dan tidak berpindahnya hak 

milik tanah. Agar masalah ini tidak terjadi, Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan 

ketentuan, termasuk prosedur pengurusan sertifikat dan perjanjian pengikatan jual beli 

(Pemerintah, 1650). Menurut Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, 

Hak-hak atas tanah, seperti hak milik, hak usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai 

diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak tersebut dapat diatur dengan 

perjanjian, undang-undang, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu bentuk wanprestasi yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus pada 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1650 K/Pdt/2015, yang terjadi di 

Wilayah Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Berawal pada tahun 2011 antara Tuan SUTIKNO 
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sebagai Penjual (Penggugat/Termohon Kasasi) dengan Tuan HENDRA PANGESTU 

sebagai Pembeli (Tergugat/Pemohon Kasasi) melakukan transaksi jual beli hak atas tanah 

yang terletak di Desa Sempidi (sekarang Desa Lukluk), Kecamatan Mengwi, Kabupaten 

Badung, Provinsi Bali. 

Penggugat awalnya hanya berperan sebagai penjual atas dasar Surat Kuasa Menjual 

dari Para Pemilik tanah yang tertulis dalam sertifikat lama. Ada 11 sertifikat objek tanah 

lama dengan keberadaan tanah dan luas yang berbeda-beda dan 4 pemegang hak yang 

berbeda, yaitu:  

1. Pemegang hak tanah pertama atas nama Ari Anjasmoro dengan 5 sertifikat tanah di 

Desa Sempidi dengan Nomor 3270 luas 4.470 m, Nomor 3185 dengan luas 40 m, 

Nomor 3270 dengan luas 1.894 m, Nomor 3271 dengan luas 9.730 m, dan Nomor 3272 

dengan luas 5.290 m;  

2. Pemegang hak yang kedua adalah Adyaksa Sitompul dengan 2 sertifikat tanah di 

Desa Sempidi dengan Nomor 3527 luas 1.550 m, dan Nomor 3528 dengan luas 1.970 

m;  

3. Pemegang hak ketiga adalah Moh. Ramdana Firmansyah, S. H. yang memegang 2 

sertifikat tanah di Desa Sempidi dengan Nomor 3164 dengan luas 900 m; dan  

4. Pemegang 2 hak lainnya milik PT Siligita di Desa Sempidi dengan Nomor 977 

dengan luas 270 m, dan Nomor 978 dengan luas 225 m. 

Pada tanggal 29 Desember 2012 penggugat telah telah melakukan transaksi peralihan 

hak dengan kegiatan jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan telah 

memenuhi semua persyaratan dokumen menurut Pasal 1 huruf c Akta Notaris, maka 11 

sertifikat objek tanah tadi berpindah atas nama Penggugat (Sutikno). Namun, sertifikat 

tanah dengan Nomor 3157 atas nama Ari Anjasmoro tidak semuanya berpindah hak pada 

Penggugat (Pemerintah, 1960). Telah dilakukan Pemecahan sertifikat dari Sertifikat Hak 

Milik Nomor 3157/Desa sempidi dengan luas 4.470 m menjadi Sertifikat Nomor 1001/Desa 

Lukluk dengan luas 2.825 m atas nama Penggugat dan seluas 1.520 m atas nama Ari 

Anjasmoro.  

Karena adanya Pemecahan sertifikat tersebut, Tergugat mempertanyakan dan 

mensyaratkan penyelesaian atas tanah tumpang tindih (overlap) objek tanah (Cook-Patton, 

2020). Akta Notaris Pasal 3 sub E menyebutkan kalau Penggugat telah menyampaikan 

kondisi tanah tersebut terhadap Tergugat dan jika sepakat apabila tanah terdapat overlap 

nilai jual bisa dikurangi sesuai dengan jumlah tanah yang tidak overlap. 

Transaksi jual beli tersebut dituangkan oleh para pihak dalam bentuk Akta Perjanjian 

Pengikatan Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris. Penjual mengajukan gugatan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2014 karena Pembeli belum 

melakukan pembayaran tahap III terhadap Penjual dan tanah overlap tidak menjadi alasan 

Tergugat tidak membayar pembayaran tahap III. Pembeli baru melakukan pembayaran 

tahap I dan II sejumlah Rp 2.000.000.000,00 kepada Penjual.  

Untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 1238 KUHPerdata, Penjual telah mengirimkan 

surat peringatan sebanyak 4 kali kepada Pembeli untuk segera melakukan pembayaran 

tahap III sejumlah Rp 4.000.000.000,00. Namun Pembeli juga tidak segera melakukan 

pembayaran tahap III kepada Penjual. Penjual (Penggugat/Termohon Kasasi) dan Pembeli 
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(Tergugat/Pemohon Kasasi), keduanya mengajukan banding. Tergugat mengajukan 

jawaban secara tertulis beserta gugatan rekonpensi (gugatan balik) terhadap Penggugat.  

Tergugat mengatakan bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya karena 

dokumen yang semestinya diperlukan untuk proses jual beli belum dapat dilengkapi oleh 

Penggugat. Namun, Penggugat telah mengakui dalam suratnya yang ditujukan kepada 

Tergugat bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan kewajibannya atas sebidang tanah 

sesuai Sertifikat Hak Milik No. 676/Desa Lukluk, luas: 1.520 m2.  

Tergugat juga mengatakan bahwa tindakan Penggugat melakukan peralihan hak yang 

dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Badung 

dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat adalah perbuatan 

wanprestasi terhadap Akta Notaris dan tindakan Penggugat tersebut memiliki resiko 

terjadinya peralihan hak yang belum tentu diatasnamakan Penggugat. (Buckner, 2019) 

Tentunya atas adanya resiko peralihan hak kepada yang tidak berhak memiliki potensi 

terjadinya sengketa yang nantinya akan mengakibatkan kerugian pada pihak Tergugat 

selaku Pembeli itikad baik yang telah melakukan Pengikatan Jual Beli dengan Penggugat.  

Transaksi jual beli tanah di Bali memiliki hubungan erat dengan masyarakat adat 

setempat. Hal ini dikarenakan tanah di Bali, khususnya tanah adat, memiliki makna dan 

nilai yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan komoditas ekonomi biasa (Bulle, 

2019). Bagi masyarakat adat Bali, tanah adalah warisan dari leluhur dan merupakan sesuatu 

yang harus dilindungi. Tanah juga menjadi sumber kehidupan dan identitas mereka, serta 

memiliki hubungan spiritual yang erat dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, 

pengaturan jual beli tanah di Bali harus mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan adat 

istiadat masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tanah adat tetap 

terjaga dan dilestarikan, serta untuk melindungi hak-hak milik masyarakat adat. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria dan Peraturan Daerah Khusus 

Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat menjadi wadah hukum penting bagi 

masyarakat adat di Bali (Paquola, 2019). Kedua regulasi ini secara tegas mengakui dan 

melindungi hak masyarakat adat atas tanah mereka, termasuk dalam hal pengaturan jual 

beli tanah adat. 

Penegasan hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki 

kendali penuh atas tanah mereka dan terhindar dari pelanggaran hak-hak mereka. 

Perlindungan hukum ini menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian budaya dan 

tradisi masyarakat adat Bali yang erat kaitannya dengan tanah leluhur mereka. 

Pengaturan jual beli tanah adat memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan 

tanah biasa. Hal ini dikarenakan tanah adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi 

bagi masyarakat adat (Adugna, 2022). Oleh karena itu, kegiatan jual beli tanah adat harus 

dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di 

setiap desa adat. 

Secara keseluruhan, UU No. 5 Tahun 1960 dan Perda No. 4 Tahun 2019 merupakan 

langkah maju dalam memperkuat hak-hak masyarakat adat di Bali. Dengan adanya 

pengakuan dan perlindungan hukum ini, diharapkan masyarakat adat dapat mengelola 

tanah mereka secara berkelanjutan dan sejahtera. 
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Metode Penelitian 

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Kami 

mengumpulkan data secara tersistem dan terstruktur untuk penelitian terhadap putusan 

pengadilan mengenai penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli tanah di Kabupaten 

Badung (Ali, 2010). Analisis yang kami lakukan adalah analisis terhadap identifikasi 

putusan pengadilan beserta poin-poin hukum dari argumentasi yang diajukan oleh 

penggugat dan tergugat. Kami juga melakukan analisis terhadap efektivitas kepastian 

hukum dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini. Di akhir, kami memberikan 

kesimpulan mengenai kepastian hukum yang diberikan serta argumentasi mengenai 

analisis penyelesaian wanprestasi. 

Hasil dan Pembahasan 

Wanprestasi yang Terjadi pada Perjanjian Jual Beli Tanah di Kabupaten Badung Provinsi 

Bali 

Wanprestasi merupakan situasi debitur atau dikenal juga sebagai pihak yang 

mempunyai hutang lalai dalam menunaikan kewajibannya. Hal ini terjadi ketika debitur 

tidak dapat melaksanakan prestasi (pembayaran atau kewajiban lain) yang telah ditentukan 

dalam perjanjian dan tidak dalam kondisi memaksa. Pada hakikatnya, perjanjian 

merupakan sebuah kesepakatan yang diikat oleh janji para pihak untuk memenuhinya. Jika 

diantara pihak tersebut tidak menunaikan janjinya, atau melaksanakannya tetapi tidak 

tepat waktu, maka dalam hukum perjanjian hal tersebut dinamakan wanprestasi. 

Ketentuan dan dasar hukum terkait wanprestasi dimuat pada Pasal 1234 KUH Perdata. 

Dalam menentukan apakah seorang debitur telah melakukan wanprestasi, perlu 

dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat unsur itikad baik dari debitur atau tidak. 

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang dibuat tanpa adanya unsur kekhilafan, 

penipuan, atau paksaan (Bechtel, 2019). Jika debitur terbukti melakukan wanprestasi, maka 

secara hukum ia dapat dipaksa untuk memenuhi seluruh kewajibannya sejalan dalam isi 

perikatan dan hukum yang berlaku. Hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa, 

sehingga debitur yang wanprestasi harus tunduk pada konsekuensi hukum yang berlaku. 

Secara lebih rinci, wanprestasi dalam perkara ini dijabarkan sebagai berikut: 

a. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam kasus ini merujuk pada 

ketidakmampuan pembeli untuk memenuhi janjinya dalam pelaksanaan perjanjian. 

Hal ini dapat terjadi karena kelalaian atau sengaja. 

b. Ingkar janji dalam kasus ini terjadi ketika pembeli dengan sengaja melanggar janji 

yang telah disepakati dalam perjanjian. Ini menunjukkan bahwa pembeli tidak 

memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya. 

c. Kelalaian dalam kasus ini merujuk pada pembeli yang lalai dalam melaksanakan 

kewajibannya dan melanggar ketetapan kesepakatan perikatan bersama.  

Dalam hukum perdata, terdapat asas umum yang mengatur tentang ganti rugi. Asas 

ini menyatakan bahwa tiap tindakan pelanggaran terhadap hukum dan berakibat 

merugikan bagi orang lain, mewajibkan pihak yang melakukan pelanggaran tersebut untuk 

mengganti kerugian yang ditimbulkannya yang dimuat pada Pasal 1365 KUHPerdata. 
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Pihak yang berkewajiban mengganti rugi atau dikenal juga dengan debitur adalah pihak 

yang melakukan pelanggaran hukum (Gou, 2020). Sementara orang yang mengalami 

kerugian (kreditur) memiliki wewenang untuk menerima penggantian rugi tersebut. 

Akibat dari terjadinya perbuatan wanprestasi pada kasus ini mampu menyebabkan 

dampak merugikan bagi orang lain dalam perjanjian (pada kasus ini yaitu Penjual). 

Kesepakatan perikatan dari perjanjian atau perihal hukum dilindungi oleh hukum 

atau undang-undang. Hal ini dimaksudkan, jika hak kreditur (pihak yang berpiutang) 

untuk mendapatkan penyelesaian penuh hak dalam perikatan perjanjian yang berlaku sah 

tidak diselesaikan dengan sukarela oleh debitur (pihak yang berutang) maka hal ini dapat 

menjadi dasar untuk menyatakan bahwa debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi 

(Wronski, 2019). Dalam situasi ini, kreditor dapat menuntut dengan mengajukan gugatan 

ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan haknya melalui pengadilan dan mendapatkan 

putusan berkekuatan hukum tetap.  

Dalam mengemukakan debitur melaksanakan perbuatan wanprestasi, terlebih dahulu 

dikaitkan dengan perikatan perjanjian yang menjadi dasar wanprestasi tersebut. Perlu 

dipahami bahwa terdapat tiga jenis perjanjian yang terkait dengan wanprestasi, sebagai 

berikut 

a. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu kebendaan  

b. Perikatan untuk melakukan sesuatu  

c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu 

Dalam perikatan yang dibuat oleh dua pihak, tenggat waktu pemenuhan kewajiban 

dapat ditentukan atau tidak ditentukan oleh kesepakatan para pihak.  Jika tenggat waktu 

ditentukan namun debitur tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya tepat pada 

waktunya sehingga perihal ini mampu menjadikan salah satu alasan terjadinya wanprestasi 

(Xu, 2021). Di sisi lain, jika tenggat waktu tidak ditentukan, kreditur perlu terlebih dahulu 

memberikan peringatan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya sebelum dapat 

menyatakan debitur melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji. 

Berdasarkan penulisan tersebut dengan demikian wanprestasi yang berarti cidera janji 

ataupun peniadaan prestasi diuraikan sebagai berikut:  

a. Tidak mampu melaksanakan sesuatu yang disanggupi akan dilakukannya.  

b. Menjalankan sesuatu janji akan dilakukan, namun tidak sesuai dengan janjinya.  

c. Mewujudkan sesuatu janji namun telat.  

d. Menyelenggarakan sesuatu yang menurut janjinya tidak boleh diselenggarakan 

Ketika debitur (pembeli) melakukan wanprestasi, pihak kreditur (penjual) biasanya 

mengirimkan surat perintah atau peringatan yang disebut surat somasi sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata. Seorang debitur baru dapat 

dinyatakan wanprestasi setelah ia diberikan surat somasi oleh kreditur atau juru sita yang 

dilakukan minimal sebanyak tiga kali oleh kreditor atau juru sita (Wang, 2020). Jika somasi 

tersebut tidak diindahkan oleh debitur, maka kreditur berhak membawa perkara ke 

pengadilan. Pengadilanlah yang berwenang untuk memutuskan perkara tindakan yang 

dilakukan oleh debitur termasuk perbuatan wanprestasi atau tidak.  
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Kasus ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Tuan SUTIKNO (Penggugat) 

selaku Penjual atas sebelas bidang tanah di Desa Sempidi (sekarang Desa Lukluk), 

Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Gugatan diajukan pada tanggal 22 

April 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar beserta nomor 

register perkara 278/Pdt.G/2014/PN.Dps (Lu, 2019). Dalam gugatannya, Tuan SUTIKNO 

menuduh Tuan HENDRA PANGESTU (Tergugat) selaku Pembeli tanah telah melakukan 

perbuatan wanprestasi. Wanprestasi ini diduga terjadi karena Tuan HENDRA PANGESTU 

tidak memenuhi tugas dan tanggung jawabnya untuk menunaikan sisa tarif nilai pembelian 

tanah yang telah disepakati dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat 

di hadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., Notaris di Denpasar, Akta Nomor: 12, 

tanggal 4 Februari 2011. Sebelum gugatan diajukan, pada tahun 2011, Tuan SUTIKNO 

(Penggugat) dan Tuan HENDRA PANGESTU (Tergugat) telah sepakat untuk melakukan 

jual beli atas 11 bidang tanah tersebut (Tiemeyer, 2020). Kesepakatan kedua pihak ini 

dituangkan dalam Akta PPJB yang diciptakan dan dirancang dengan notaris tersebut. 

Akta ini memuat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan 

transaksi jual beli atas sebelas bidang tanah. Nilai total transaksi mencapai Rp 

27.235.500.000,00 (dua puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu 

rupiah).  

Mekanisme pembayaran diatur dalam Pasal 1 Akta PPJB, yang menetapkan bahwa 

sebelum menandatangani Akta PPJB, Tergugat atau pembeli sudah melakukan 

pembayaran awal sebesar Rp 300.000.000 kepada Penggugat (Penjual). Pembayaran ini 

merupakan tahap pertama dari nilai transaksi keseluruhan. Selanjutnya, pada tanggal 4 

Februari 2011, saat menandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Tergugat 

(Pembeli) membayar tahap kedua sebesar Rp 1.700.000.000 kepada Penggugat (Penjual). 

Kemudian, Tergugat (Pembeli) diwajibkan untuk melakukan pembayaran tahap ketiga 

sebesar Rp 4.000.000.000 kepada Penggugat (Penjual) setelah Penggugat menyelesaikan 

semua dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebelas bidang tanah, yang 

disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Hong, 2021). Pembayaran tahap 

ketiga harus diselesaikan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan Akta PPJB. 

Selanjutnya, Tergugat (Pembeli) juga harus menyelesaikan pembayaran tahap ketiga 

sebesar Rp 4.000.000.000 kepada Penggugat (Penjual) setelah Penggugat menyelesaikan 

seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebelas bidang tanah di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Batas waktu paling lambat untuk menyelesaikan 

pembayaran tahap ketiga ini adalah 3 bulan terhitung sejak penandatanganan Akta PPJB 

(Heath, 2020). Tahap terakhir, Tergugat (Pembeli) wajib menyelesaikan pembayaran tahap 

keempat sebesar Rp 21.235.500.000 kepada Penggugat (Penjual). Pembayaran tahap 

keempat ini perlu diselesaikan paling lambat 6 bulan setelah proses jual beli sebelas bidang 

tanah tersebut selesai di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).  

Meskipun Penggugat telah menerima bayaran awal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah) dari Tergugat, Tergugat belum menyelesaikan kewajiban pembayaran tahap 

ketiga sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) hingga gugatan diajukan ke 
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Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini terjadi meskipun semua dokumen yang diperlukan 

untuk proses jual beli telah lengkap. 

Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran tahap ketiga dan keempat karena 

Penggugat telah melakukan pemecahan dan balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 

3157/Desa Sempidi tanpa persetujuan Tergugat (DiNicola, 2020). Pemecahan dan balik 

nama ini mengakibatkan penyusutan luas tanah yang signifikan, yaitu dari 4.470meter 

persegi menjadi dua bidang dengan kekurangan tanah seluas 125meter persegi. Hal ini 

menjadi alasan Tergugat untuk tidak melanjutkan pembayaran. 

Penggugat memecah sertifikat guna menyelesaikan masalah berhimpitan (overlap) 

yang sudah dijelaskan dalam Pasal 3 sub E Akta Notaris No. 12. Pasal tersebut menyatakan 

bahwa "Terhadap sebidang tanah SHM Nomor 3157/Desa Sempidi seluas 4.470 m2 (empat 

ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) tersebut diatas, yang pada saat ini dinyatakan 

tumpang tindih (overlap) oleh Pihak yang berwenang pada Kantor Pertanahan Kabupaten 

Badung, setelah diadakan pengukuran di lapangan, jika luasnya diperoleh kurang akan 

dibayar kurang oleh Pihak Kedua (Tergugat) pada Pihak Pertama (Penggugat)." Hal ini 

menunjukkan bahwa Penggugat, sebagai penjual, sudah mengemukakan keadaan objek 

tanah kepada Tergugat, sebagai pembeli, dengan jelas. Penggugat dan Tergugat juga telah 

menyepakati bahwa apabila terjadi overlap pada tanah, sehingga tarif jual dapat dipotong 

sesuai luas tanah yang tidak overlap. 

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, Penggugat telah berupaya melakukan itikad 

baik dalam menyelesaikan permasalahan ini dengan mengirimkan empat Surat 

Pemberitahuan/Peringatan (Surat Somasi) kepada Tergugat, yaitu: 

a. Surat Pemberitahuan/Peringatan pertama, dikirimkan pada tanggal 6 Februari 2012. 

b. Surat Pemberitahuan/Peringatan kedua, dikirimkan pada tanggal 10 September 

2012. 

c. Surat Pemberitahuan/Peringatan ketiga, dikirimkan pada tanggal 18 September 

2012. 

d. Surat Pemberitahuan/Peringatan terakhir, dikirimkan pada tanggal 20 September 

2012. 

Meskipun Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan baik melalui 

Surat Pemberitahuan/Peringatan (Surat Somasi) dan mediasi dengan bantuan Notaris I 

WAYAN SUGITHA, S.H., Tergugat selaku Pembeli tidak menunjukkan itikad baik untuk 

merespon upaya yang telah dilakukan Penggugat tersebut (Kölle, 2021). Upaya mediasi pun 

tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum. 

Dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menegaskan bahwa Tergugat telah 

melakukan perbuatan wanprestasi maka Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni 

Saksi ke-1, bernama NI KOMANG YUDISANI, S.H. dan Saksi ke-2, bernama YOHANES 

TEYSERAN. Selain itu Penggugat juga mengajukan bukti tertulis yakni bukti yang dilabeli 

tanda P-1 sampai dengan P-13. Diharapkan dengan bukti-bukti yang kuat dan 

dikemukakan oleh penggugat ini dapat membuktikan bahwa itikad baik yang tidak 

ditunjukkan oleh Tergugat ini merupakan tindakan wanprestasi.  
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Alasan terjadinya wanprestasi adalah debitur tidak melakukan sesuatu, menunaikan 

sesuatu tidak tepat pada waktunya atau telat, serta berbuat sesuatu tidak tepat pada sasaran 

yang diperikatankan oleh kedua belah pihak atau orang (Verhelst, 2021). Agar dapat 

dinyatakan sebagai wanprestasi, salah satu pihak harus disampaikan surat peringatan yang 

dikenal dengan surat persomasian. Peringatan kepada debitur yang tidak memenuhi 

kewajibannya dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Peringatan ini bertujuan untuk 

memberi kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika setelah 

diperingatkan, debitur masih belum memenuhi kewajibannya, maka ia dapat dianggap 

telah melakukan wanprestasi (McCollough, 2023). Hal ini berarti debitur telah melanggar 

perjanjian yang telah disepakati dengan kreditur.  

Tujuan surat peringatan ini diberikan kepada Tergugat adalah memberi kesempatan 

kepada pihak yang lalai (Tergugat/Pembeli) untuk menyelesaikan kewajibannya. Jika 

somasi tidak berhasil, barulah gugatan ke pengadilan dapat diajukan sebagai langkah 

upaya hukum menindaki perbuatan cidera janji yang dilakukan Tergugat. Saat mengajukan 

gugatan, fokusnya harus pada kewajiban yang lalai dilaksanakan sesuai layaknya 

perjanjian yang disetujui.  

Perikatan yang disepakati oleh para pihak adalah bukti kunci dalam kasus 

wanprestasi. Perikatan ini mencakup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing 

pihak, menjadi landasan untuk menentukan apakah ada pelanggaran perjanjian atau tidak. 

Bukti tertulis, khususnya akta otentik, lebih diutamakan daripada bukti lisan seperti 

keterangan saksi (Whitesell, 2021), karena dianggap lebih objektif dan stabil. Meskipun 

begitu, bukti saksi masih dapat digunakan untuk mendukung bukti tertulis, dengan syarat 

keterangan saksi harus konsisten dengan isi perjanjian dan tidak bertentangan dengan 

keterangan saksi lain. 

Bukti yang diajukan harus sah, valid, dan jelas menunjukkan bahwa kewajiban yang 

disengketakan tidak dilaksanakan. Untuk menentukan jenis bukti yang sesuai, merujuk 

pada Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR/ 284 Rbg, yang menyebutkan bukti tertulis 

seperti surat, akta, dan dokumen lainnya sebagai alat bukti (Ozdemir, 2020). Selain itu, alat 

bukti juga dapat berupa saksi yang memberikan keterangan sebagai pihak ketiga yang 

melihat atau mengetahui kejadian secara langsung. Persangkaan, pengakuan dari pihak 

yang tertuduh bahwa ia melakukan wanprestasi, dan sumpah di hadapan pengadilan 

dengan menyebut nama Tuhan, juga merupakan alat bukti yang dapat digunakan dalam 

proses hukum. 

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah di 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali 

Wanprestasi seperti yang diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di 

mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau 

berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan 

debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. 

Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara pelanggaran dalam kasus 

wanprestasi berdasarkan beberapa faktor berikut:  
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a. Bukti yang diajukan, Hakim akan meninjau semua bukti yang diajukan oleh 

penggugat dan tergugat termasuk surat perjanjian, bukti komunikasi, bukti saksi, 

serta jika diperlukan, hakim dapat meminta keterangan dari ahli hukum atau ahli 

lainnya untuk membantu memahami perkara. 

b. Pelanggaran yang dilakukan, Hakim akan menilai apakah tergugat benar-benar 

melakukan wanprestasi. 

c. Kerugian yang ditimbulkan, Hakim akan mempertimbangkan kerugian yang 

dialami oleh penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. Kerugian 

ini dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. 

Apabila Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara yang diserahkan 

kepadanya, maka Majelis Hakim harus mengambil keputusan secara tepat dan benar. 

Untuk mengakhiri sengketa yang telah diajukan, putusan harus diumumkan dalam sidang 

umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman (Smirnov, 2022). Dari sudut pandang hakim dalam 

menyelesaikan perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak”, 

“tindakan akhir” yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan penguasaan 

hukum dan kebenaran, serta moralitas dan etika hakim yang terlibat. 

Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan fokus utama pada Majelis 

Hakim. Majelis hakim mempunyai peranan sentral dalam mengambil keputusan mengenai 

sengketa yang diselesaikannya. Penerapan hukum dalam pengambilan keputusan Majelis 

Hakim mengacu pada suatu keadaan pikiran tertentu yang berkembang secara sistematis. 

Doktrin atau teori hukum berperan penting dalam membimbing juri agar mengambil 

keputusan yang bermutu dan mampu memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian 

kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketika seorang hakim meninjau dan mengadili suatu 

kasus untuk mengambil keputusan yang adil, pasti secara hukum, dan bermanfaat. Dalam 

suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan hakikat putusan. Pertimbangan 

hukum meliputi analisa hukum, argumentasi, pendapat atau kesimpulan majelis hakim 

yang memeriksa perkara.  

Dalam pertimbangan hukum tersebut diajukan suatu analisa yang jelas, berdasarkan 

hukum pembuktian, mengenai:  

a. Pertanyaan apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi 

syarat baik dalam bentuk maupun materi. 

b. Alat bukti pihak mana yang memenuhi ambang batas pembuktian minimal. 

c. Argumen apa yang mendukung klaim ini dan argumen apa yang terbukti 

menentangnya. 

d. Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim akan memberikan putusan 

yang adil dan sesuai dengan hukum. Putusan hakim dapat berupa: 

a. Mengabulkan gugatan penggugat, jika hakim memutuskan bahwa tergugat terbukti 

melakukan wanprestasi, maka tergugat akan diperintahkan untuk; 

1. Tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang 

ditimbulkan 
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2. Tergugat harus melaksanakan kewajibannya yang belum diselesaikan. 

b. Menolak gugatan penggugat, ketika hakim memutuskan bahwa tergugat tidak 

bersalah, bukti-bukti yang diserahkan tidak relevan atau tidak sah, sehingga 

penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tergugat bersalah. 

c. Menyatakan kedua belah pihak bersalah, ketika hakim memutuskan bahwa kedua 

pihak memiliki kesalahan dalam perkara ini.  

Pada Pasal 1320 KUHPerdata, Hakim memutuskan perkara kasus berdasarkan syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian ialah:  

a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian (agreement)  

b. Kecakapan para pihak dalam perjanjian (capacity)  

c. Suatu hal tertentu (certainty of terms)  

d. Sebab yang halal (considerations)  

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila: 

1. Perjanjian yang dibuat tunduk pada syarat-syarat subjektif mengenai sahnya 

perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, yaitu 

perjanjian itu dibuat tanpa adanya kemauan (wilsgebreke) persyaratannya. 

Perjanjian dapat diakhiri (vernietigbaar) karena kesalahan, paksaan, penipuan, dll, 

atau karena ketidakmampuan (ombekwaamheid) para pihak dalam perjanjian. 

2. Apabila perjanjian yang dibuat itu melanggar syarat-syarat obyektif sahnya 

perjanjian-perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4. Dalam hal ini, 

akad itu batal (tidak pernah).  

Menurut ketentuan Pasal 1265 KUHPerdata, syarat putusnya suatu perjanjian adalah 

suatu keadaan yang bila dipenuhi akan membatalkan perjanjian dan mengembalikan segala 

sesuatunya kepada keadaan seolah-olah tidak ada perjanjian. Yang harus diperhatikan 

sebagai syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, yang mana wanprestasi 

selalu dianggap sebagai syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga pihak merasa dirugikan 

karena hal itu pihak lain yang melanggar dapat meminta pembatalan perjanjian. Gugatan 

pembatalan kontrak harus dilakukan melalui pengadilan sehingga siapa pun yang 

memutuskan kontrak harus mengeluarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 1266 

KUHPerdata.  

Berdasarkan penelitian dalam perkara dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 

1650 K/Pdt/2015, penggugat (pemilik tanah) menggugat tergugat (pembeli tanah), 

sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat tertanggal 22 April Tahun 2014 

didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 April 2014 

dengan Nomor Registrasi: 278/Pdt.G/2014/PN.Dps. Hakim memutuskan tergugat (pembeli 

tanah) telah melanggar kesepakatan dalam akta jual beli dan akad jual beli yang 

ditandatangani di hadapan notaris I Wayan Sugitha, S.H. pada tanggal 4 Februari 2011. 

Perkara ini bermula ketika Penggugat (pemilik tanah) menggugat Tergugat atas tidak 

terpenuhinya kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Tergugat. 

Dalam akta tersebut menjelaskan bahwa pembayaran tanah dilakukan dalam empat 

tahap. Penggugat menerima angsuran pembayaran pertama sebesar Rp300.000.000 dan 

angsuran kedua sebesar Rp1.700.000.000. Namun tergugat tidak memenuhi kewajiban 
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pembayaran pada periode ketiga sebesar Rp4.000.000.000,00 dan periode keempat sebesar 

Rp21.235.500.000,00. Kegagalan terdakwa untuk membayar adalah inti permasalahan di 

pengadilan. Penggugat berulang kali mengirimkan surat pemberitahuan dan peringatan 

kepada tergugat pada tanggal 6 Februari 2012, 10 September 2012, 18 September 2012, dan 

20 September 2012, namun tidak ada tanggapan dari pihak tergugat. Penggugat juga 

meminta bantuan Notaris I Wayan Sugitha, S.H. untuk membahas masalah ini, namun 

upaya ini tidak membuahkan hasil. 

Dalam persidangan, tergugat menerangkan bahwa tidak terbayarnya angsuran ketiga 

disebabkan penggugat tidak memiliki dokumen yang lengkap. Tergugat mendakwa 

berdasarkan Pasal 1 huruf C akta notaris No. 12 tanggal 4 Februari 2011, penggugat harus 

melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli paling lambat 

tanggal 4 Mei 2011. Tergugat pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, yang 

diakui sendiri oleh Pemohon dalam suratnya tertanggal 26 September 2012. 

Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Denpasar menemukan bahwa Penggugat telah melengkapi semua dokumen yang 

disyaratkan dan tanah yang overlapping telah dipisahkan. Majelis Hakim juga menegaskan 

bahwa Tergugat telah diberitahu dan diingatkan oleh Notaris untuk segera melakukan 

pembayaran tahap ketiga, tetapi Tergugat tetap tidak bersedia melakukannya. Fakta-fakta 

ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasi untuk pembayaran tahap 

ketiga, yang berarti Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi. 

Majelis Hakim merujuk pada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Pasal 1266 

KUHPerdata menyatakan bahwa untuk pembatalan suatu perjanjian diperlukan putusan 

hakim, sedangkan Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang dirugikan oleh 

wanprestasi dapat memilih untuk memaksa pihak lain memenuhi perjanjian atau menuntut 

pembatalan perjanjian beserta penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Berdasarkan 

ketentuan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan 

pembatalan perjanjian karena wanprestasi oleh Tergugat. 

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan terdakwa melanggar hukum 

dan membatalkan akad jual beli kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Denpasar 

yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak dilakukan untuk ketiga kalinya dan 

pembayaran tahap keempat dianggap gagal bayar. Mahkamah Agung juga berpendapat 

bahwa akta notaris yang mendasari perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat karena wanprestasi. Padahal, menurut fakta  persidangan,  secara hukum 

tergugat “tidak berhak menerima pembayaran Tahap III (ketiga)”, artinya tergugat terbukti  

wanprestasi dan atas dasar itu penggugat mempunyai Pasal 1267 UU KUHPerdata berhak 

meminta pembatalan akad yang telah dibuatnya, oleh karena itu akta notaris I WAYAN 

SUGITHA, S.H., notaris di Denpasar, No. 12, tanggal 4 Februari 2011, tentang Penjualan dan 

Akad Jual Beli tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka 

alasan dan pertimbangan hukum yang tercantum dalam Permohonan Nomor 2 (dua) dan 

Nomor 3 (tiga) Penggugat diterima sama-sama yaitu “Pernyataan hukum bahwa terdakwa 

melakukan wanprestasi” mengenai akta Notaris I Wayan Sugitha, S.H., Notaris  Kota 

Denpasar, akta nomor: 12 tanggal 4 Februari 2011 tentang akad jual beli” dan “Pernyataan 
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sah menurut kepada hukum Akta Notaris I Wayan Sugitha, S.H. Notaris Kota Denpasar, 

Akta Nomor: 12 tanggal 04 Februari 2011 tentang Akad Jual Beli yang kemudian batal 

karena wanprestasi dari Tergugat, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Majelis Hakim Mahkamah Agung, dalam putusannya, menyatakan bahwa 

Pengadilan Tinggi Denpasar telah benar dalam menerapkan hukum. Majelis Hakim 

Mahkamah Agung menegaskan bahwa Tergugat telah diberitahu sebanyak empat kali 

bahwa dokumen sudah lengkap dan tanah overlapping sudah dipisahkan, namun Tergugat 

tetap tidak melakukan pembayaran tahap ketiga.  

Dengan demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Tergugat dan 

menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menyatakan Tergugat wanprestasi 

dan membatalkan akta perjanjian pengikatan jual beli tersebut. Menurut pertimbangan 

hukum gugatan konpensi, Tergugat secara sah dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi 

dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli, maka secara sah penggugat Tergugat tidak 

mempunyai hak atas tanah sengketa, sehingga permohonan Tergugat harus dinyatakan 

ditolak. Serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi 

sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).  

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar (perkara nomor: 5/PDT/2015/PT.DPS) 

menimbang bahwa: “Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, khususnya Pasal 1267 KUH 

Perdata, pada pokoknya dikatakan bahwa apabila suatu perjanjian/kontrak tidak 

dilaksanakan, maka ada hak untuk memutuskan apakah akan tetap dilaksanakan atau tidak 

akan memaksa pihak lain untuk menghormati kontrak atau meminta pembatalan kontrak 

dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. 

Keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menegaskan pentingnya 

pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dan memberikan 

kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Dasar hukum yang 

digunakan oleh Mahkamah Agung, yaitu Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata, memberikan 

landasan kuat bagi pengadilan untuk memutuskan pembatalan perjanjian dan menolak 

permohonan kasasi Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya. 

Kesimpulan 

Identifikasi wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli tanah di Kabupaten 

Badung Provinsi Bali adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terhadap 

perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan 

Tergugat untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya dengan penggugat di depan 

Notaris I Wayan Sugitha. Dalam hal ini Tergugat juga memiliki itikad buruk yaitu Tergugat 

mengulur - ulur waktu untuk membayar kewajiban pembayaran Tahap III. Selanjutnya, 

kepastian hukum dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli tanah di Kabupaten 

Badung Provinsi Bali ditunjukkan pada putusan yang telah diputuskan oleh para hakim. 

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon 

Kasasi Tuan Hendra Pangestu karena Termohon Kasasi yaitu Tergugat terlebih dahulu 

melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan ketentuan Pasal 1 huruf b Akta Notaris 

Nomor 12 tentang Pengikatan Jual Beli dan bahwa tergugat tetap tidak bersedia melakukan 

Pembayaran Tahap III. Selanjutnya hakim menghukum pemohon Kasasi/Tergugat untuk 
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membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 karena 

permohonan kasasi dari Tergugat ditolak oleh majelis hakim dan Tergugat ada dipihak 

yang kalah sehingga Tergugat harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. 
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